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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 108 TAHUN 2015 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2011 

TENTANG PENGELOLAAN KAWASAN SUAKA ALAM  

DAN KAWASAN PELESTARIAN ALAM 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang 

Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi mengatur 

bahwa pengusahaan panas bumi pada kawasan hutan 

konservasi diberikan setelah mendapatkan izin 

pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dari menteri 

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

kehutanan; 

b. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 

tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan 

Pelestarian Alam belum mengakomodir kegiatan 

pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi pada kawasan 

hutan konservasi; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan 
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Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan 

Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam; 

 

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang 

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 

Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3419); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2011 

TENTANG PENGELOLAAN KAWASAN SUAKA ALAM DAN 

KAWASAN PELESTARIAN ALAM. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 

Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan 

Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5217), diubah sebagai 

berikut: 

 

1. Ketentuan angka 14 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 

1. Kawasan Suaka Alam selanjutnya disingkat KSA 

adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di 

daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi 

pokok sebagai kawasan pengawetan 

keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta 

ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah 

sistem penyangga kehidupan. 
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2. Kawasan Pelestarian Alam selanjutnya disingkat 

KPA adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik 

di daratan maupun di perairan yang mempunyai 

fungsi pokok perlindungan sistem penyangga 

kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis 

tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara 

lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. 

3. Pengelolaan KSA dan KPA adalah upaya sistematis 

yang dilakukan untuk mengelola kawasan melalui 

kegiatan perencanaan, perlindungan, pengawetan, 

pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian. 

4. Sumber Daya Alam Hayati adalah unsur-unsur 

hayati di alam yang terdiri atas sumber daya alam 

nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani 

(satwa) yang bersama-sama dengan unsur nonhayati 

di sekitarnya secara keseluruhan membentuk 

ekosistem. 

5. Ekosistem adalah sistem hubungan timbal balik 

antara unsur dalam alam, baik hayati (tumbuhan 

dan satwa liar serta jasad renik) maupun nonhayati 

(tanah dan bebatuan, air, udara, iklim) yang saling 

tergantung dan pengaruh-mempengaruhi dalam 

suatu persekutuan hidup. 

6. Habitat adalah lingkungan tempat tumbuhan 

dan/atau satwa dapat hidup dan berkembang biak 

secara alami. 

7. Cagar Alam adalah KSA yang karena keadaan 

alamnya mempunyai kekhasan/keunikan jenis 

tumbuhan dan/atau keanekaragaman tumbuhan 

beserta gejala alam dan ekosistemnya yang 

memerlukan upaya perlindungan dan pelestarian 

agar keberadaan dan perkembangannya dapat 

berlangsung secara alami. 

8. Suaka Margasatwa adalah KSA yang mempunyai 

kekhasan/keunikan jenis satwa liar dan/atau 

keanekaragaman satwa liar yang untuk 

kelangsungan hidupnya memerlukan upaya 
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perlindungan dan pembinaan terhadap populasi dan 

habitatnya. 

9. Taman Nasional adalah KPA yang mempunyai 

ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang 

dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu 

pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, 

pariwisata, dan rekreasi. 

10. Taman Hutan Raya adalah KPA untuk tujuan 

koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau 

bukan alami, jenis asli dan/atau bukan jenis asli, 

yang tidak invasif dan dimanfaatkan untuk 

kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, 

pendidikan, menunjang budidaya, budaya, 

pariwisata, dan rekreasi. 

11. Taman Wisata Alam adalah KPA yang dimanfaatkan 

terutama untuk kepentingan pariwisata alam dan 

rekreasi. 

12. Pengawetan (preservasi) adalah upaya untuk 

menjaga dan memelihara keanekaragaman jenis 

tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya baik di 

dalam maupun di luar habitatnya agar 

keberadaannya tidak punah, tetap seimbang dan 

dinamis dalam perkembangannya. 

13. Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar 

adalah pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa 

dengan memperhatikan kelangsungan potensi, daya 

dukung, dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan 

satwa liar. 

14. Pemanfaatan Jasa Lingkungan adalah pemanfaatan 

kondisi lingkungan berupa pemanfaatan potensi 

ekosistem, keadaan iklim, fenomena alam, kekhasan 

jenis, dan peninggalan budaya yang berada dalam 

KSA dan KPA, yang diwujudkan dalam bentuk 

kegiatan wisata alam, pemanfaatan air, energi air, 

penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, 

pemanfaatan panas matahari, angin, dan 
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